
Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

c. bahwa. / 

dan Informasi Pengelola Pejabat Struktur 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas 

dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Jembrana yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

hierarkis atau vertikal dan horisontal dalam 

menyampaikan informasi pu blik kepada segenap 

pemangku kepentingan Pemilu /Pemilihan dan 

masyarakat dengan terbuka, jujur, akurat, efektif, dan 

seluas-luasnya, perlu diselenggarakan melalui tim 

pengelola dan penyaji informasi publik yang dapat 

melayani atau memenuhi permintaan data dan 

informasi kepentingan umum yang dikuasai dan 

didokumentasikan oleh Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Jembrana; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 10 

ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, 

Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 

Tahun 2015 ten tang Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Pu blik di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum, dan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang 

Menimbang 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA, 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA 
NOMOR 05/Kpts/KPU-Kab-016.433733/2017 

TENT ANG 
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017 

KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATENJEMBRANA 

l~ALINANI 

jdih.kpu.go.id/bali/jembrana



Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4843); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4924); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5071); 

8. Undang-Undang . J 

(Lembaran Informasi dan Transaksi Elektronik 

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Repu blik Indonesia Nomor 3881); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang 

Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Jembrana Tahun 2017; 
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13. Peraturan ·;/ 

Nomor 5898); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5678); 

Perwakilan Rakyat Dae rah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5568); 

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5316); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5246); 

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
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2. Berita. ;( 

2017 tanggal 03 Januari 2017; 

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Jembrana Nomor O 1 /BA-KPU .JBR/1/ 

Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Standar Layanan Informasi Publik; 

19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 

Publik; 

20. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian 

Sengketa Informasi Publik; 

Pemilihan Um um Nomor 

2015 tentang Standar 

17. Keputusan Komisi 

88/Kpts/KPU /Tahun 

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Um um Nomor O 1 Tahun 201 O; 

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2015 ten tang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

87 /Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum; 
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nadi 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN JEMBRANA, 

ttd. 

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT 
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

~~~l..!P EN JEMBRANA 

Ditetapkan di Negara 
pada tanggal O 1 Maret 201 7 

Salinan Keputusan mi disampaikan kepada yang 

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. 

: Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan mi, 

tercantum pada Lampiran sebagai satu kesatuan dan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

: Pejabat/Tim pada struktur sebagaimana dimaksud Diktum 

KESATU wajib melaksanakan tugas dan kewajiban yang 

dibebankan kepadanya dengan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Jembrana Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017 

Nomor SP DIPA-076.0l.2.658106/2017. 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

MEMUTUSKAN : 

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

JEMBRANA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT 

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

JEMBRANA TAHUN 2017. 

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Jembrana Nomor 15/BA-KPU.JBR/III/ 

2017 tanggal 01 Maret 2017; 
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KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN JEMBRANA, 

ttd. 

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA 

Jabatan 
No. N ama 

Dalam Struktur PPID Struktural Lembaga 

1 2 3 4 
1. Pembina Tim PPID Ketua KPU I Gusti Ngurah Agus Darrnasanjaya Kabupaten Jembrana 

Anggota KPU I Ketut Gde Tangkas Sudiantara Kabupaten Jembrana 

Anggota KPU I Nengah Suardana Kabupaten Jembrana 

Anggota KPU I Putu Eka Sutamarbawa Kabupaten Jembrana 

Anggota KPU Made Widiastra Kabupaten Jembrana 

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Ketua KPU I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya 
Informasi Kabupaten Jembrana 

Sekretaris KPU I Gede Martiana Kabupaten Jembrana 

Kepala Sub Bagian I Gusti Ngurah Adil Widana Program dan Data 
Kepala Sub Bagian 

Keuangan, Umum, dan Siti Aminah 
Logistik 

Kepala Sub Bagian Hukum I Nyoman Giri Gunadi 

Kepala Sub Bagian Teknis I Wayan Peri Prasetya Arta Pemilu dan Hupmas 

3. Atasan Pejabat Pengelola lnformasi Sekretaris KPU I Gede Martiana dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Jembrana 

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Kepala Sub Bagian Teknis I Wayan Peri Prasetya Arta Dokumentasi (PPID) Pemilu dan Hupmas 

5. Tim Penghubung atau Helpdesk Staf Pelaksana Sub Bagian I Made Artawan 
Pelayanan/Penyedia Informasi dan Teknis Pemilu dan Hupmas 
Dokumentasi Staf Pelaksana Sub Bagian 

Keuangan, Umum, dan Desak Made Dwi Widiantari 
Lozistik 

Staf Pelaksana Sub Bagian I Putu Eka Dwipayana Program dan Data 
Staf Pelaksana Sub Bagian 
Teknis Pemilu dan Hupmas Dewa Putu Gede Oka 

(Operator) 

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017 

LAMPIRAN: 
KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN JEMBRANA 
NOMOR 05/Kpts/KPU-Kab-016.433733/2017 
TENT ANG 
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA 
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI 
LINGKUNGAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017 
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